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 Berbagai kegiatan bermuamalah yang sering dilakukan oleh masyarakat 
Desa salah satunya adalah upah-mengupah (ijarah). Upah merupakan salah satu 
hal paling penting bagi para pekerja salam suatu perusahaan. Tingkat upah hanya 
merupakan dorongan utama hingga pada tarif di mana upah itu belum mencukupi 
kebutuhan hidup para kerja sepantasnya. Menentukan upah tidak boleh keluar dari 
aturan-aturan Islam, namun di Desa Sabah Balau pada program bantuan stimulan 
perumahan swadaya adanya upah tukang bangunan yang tidak sesuai dengan tarif 
normal dan pemberi upah menjanjikan akan ada penambahan upah tetapi sampai 
dengan bangunan rumah selesai upah tersebut tidak diberikan. 
 Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktik pembayaran 
upah pekerja bangunan dalam program bantuan stimulan perumahan swadaya Di 
Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang? Bagaimana tinjauan hukum 
Islam Tentang pembayaran upah pekerja bangunan dalam program bantuan 
stimulan perumahan swadaya di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang? 
Adapun Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Untuk mengetahui Praktik 
Pembayaran Upah Pekerja Bangunan Dalam Program Bantuan Stimulan 
Perumahan Swadaya Di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang dan 
untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang pembayaran upah pekerja 
bangunan dalam program bantuan stimulan perumahan swadaya  
 Dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) 
dengan penelitian yang bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan sumber 
data primer dan skunder. Data primer diperoleh dari keterangan langsung dari 
pihak yang bersangkutan yaitu pekerja bangunan dan pemberi upah pada program 
bantuan stimulan perumahan swadaya dalam bentuk pengamatan, wawancara, dan 
dokumentasi sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber kepustakaan berupa 
buku-buku sebagai literatur penunjang penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan 
melalui wawancara, dokumentasi, pengolahan data melalui tahap editing dan 
sistematizing, analisis data secara kualitatif dengan pendekatan berpikir 
menggunakan metode induktif. 
 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 
praktik pembayaran upah pada program bantuan stimulan perumahan swadaya 
menjadi pertentangan dengan hukum syara‟ karena upah pekerja tidak sesuai 
dengan tarif normal dan upah pekerja tidak dibayarkan dengan apa yang telah 
dijanjikan. Kemudian Tinjuan hukum Islam terhadap pembayaran upah pekerja 
pada program bantuan stimulan perumahan swadaya tidaklah sah menurut syariat 
Islam karena dalam akadnya terjadi kecacatan yaitu tidak sesuai dengan rukun dan 
syarat sahnya akad ijarah adapun mengenai upah sangat dibenarkan oleh Islam 
selama rukun dan syarat sesuai. Tetapi hal ini Sehingga menimbulkan 
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Dari Abu Sa‟id Al Khudri ra. Bahwasannya Nabi Saw. Bersabda,  
“Barang siapa mempekerjakan para pekerja, maka tentukanlah upahnya.” 
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A. Penegasan Judul 
Sebelum menjelaskan keseluruhan materi skripsi ini terlebih 
dahulu akan diberikan penegasan dan pengertian yang terkandung di 
dalamnya untuk menghindari kekeliruan interprestasi maupun pemahaman 
makna yang terkandung di dalam judul skripsi ini adalah : Tinjauan 
Hukum Islam Tentang Upah Pekerja Bangunan Program Bantuan 
Stimulan perumahan Swadaya (Studi Di Desa Sabah Balau 
Kecamatan Tanjung Bintang Kecamatan Tanjung Bintang). 
1. Tinjauan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah hasil 
meninjau, pandangan, pendapat ( sesudah menyelidiki, mempelajari 
dan sebagainya). Sedangkan kata tinjauan menurut bahasa berasal dari 
kata “tinjau” yang berarti pandangan atau pendapat sesudah 
mempelajari atau menyelidiki suatu masalah.
1
 
2. Hukum Islam adalah hukum hukum Allah SWT. Yang kewajibannya 
telah diatur secara tegas dan jelas di dalam Al-Qur‟an atau hukum-
hukum yang dtetapkan oleh wahyu. Sedangkan permasalahan yang 
belum jelas di dalam al-Qur‟an perlu penafsiran untuk menentukan 
2
hukum baru dari permasalahan tersebut yang dinamakan dengan 
istilah fiqih. 
                                                          
1
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 
Pustaka, 190) h.951 
2
 Siti Mahmudah, Historisitas Syari‟ah ( Kritik Relasi-Kuasa Khalil „ Abd al-Karim) 






3. Upah adalah imbalan yang diberikan kepada tenaga kerja yang telah 
diperintahkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan dan pembayaran 
upah diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.
3
 








6. Bantuan Stimulan adalah fasilitasi pemerintah berupa sejumlah dana 
yang berupa material yang diberikan kepada MBR penerima manfaat 




7. Perumahan Swadaya adalah rumah atau perumahan yang dibangun 
atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau 
berkelompok, yang meliputi perbaikan, pemugaran/ perluasan atau 
pembangunan rumah baru beserta lingkungan.
7
 
Berdasarkan penegasan judul di atas dapat disimpulkan bawa yang 
dimaksud judul skripsi ini adalah satu kajian tentang Tinjauan Hukum 
Islam Terhadap Upah Pekerja Bangunan Program Bantuan Stimulan 
                                                          
3
 Kumedi Ja‟far, Hukum Perdata Islam,( Bandar Lampung: Permatanet Publishing,2016),h. 
141. 
4
 Imam Soepomo, Pengantar Hukum Islam (Jakarta: Djambatan,1994), h. 54. 
5
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Indonesia Pusat Bahasa, h. 227 
6
 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat RI Nomor 14 Tahun 2011 Tentag Pedoman 








perumahan Swadaya yang terjadi di Desa Sabah Balau Kecamatan 
Tanjung Bintang Kecamatan Tanjung Bintang. 
B. Latar Belakang Masalah  
Sebagai makhluk sosial kehidupan bersama itu melahirkan 
berbagai pengalaman berhubungan dengan orang lain. Islam adalah suatu 
sistem hidup yang praktis, mengajarkan segala yang baik dan bermanfaat 
bagi manusia, kapan dan di mana pun tahap-tahap perkembangannya.
8
  
Manusia tidak terlepas dari suatu hubungan , baik itu dengan 
hubungan dengan Allah SWT maupun hubungan kepada manusia. 
Hubungan manusia sesama manusia biasa disebut dengan Muamalah. 
Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur Hubungan 
antara seseorang dengan orang lain. Contohnya, Hukum Islam yang 




Manusia memiliki kebutuhan primer yang tidak bisa dinomor dua 
kan, kebutuhan primer tersebut tak lain adalah sandang (pakaian), pangan 
(makanan) dan papan (rumah). Dalam pembangunan suatu rumah jelas 
membutuhkan pekerja atau buruh, begitu pula para pekerja atau buruh 
mempunyai tujuan untuk mendapatkan upah dari hasil mereka bekerja 
membangun rumah orang lain.  
 
                                                          
8
 Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, (Jakarta: Erlangga,2012), h.104. 
9





Manusia melakukan kegiatan, ada yang bisa dilakukan sendiri, ada 
juga yang harus dilakukan melalui kegiatan orang lain. Berkaitan dengan 
kegiatan melalui orang lain inilah yang harus diberi imbalan dalam bentuk 
upah dengan imbalan bentuk lain. Dalam Praktik pemberian upah, 
mengikuti sistem pengupahan pasar, sistem upah progesif, sistem 
pengupahan melalui skala dan struktur upah. Hal tersebut tergantung 
bagaimana jenis pekerjaan, beban kerja, waktu dan lainnya. 
Pembayaran upah tergantung pada perjanjian yang telah disepakati 
bersama. Dalam hal pembayaran upah boleh dibayar terlebih dahulu 
sebelum pekerjaan itu selesai dikerjakan. Namun sebaiknya upah 
dibayarkan setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan.
10
 
Hadis menjelaskan bahwa seseorang harus membayar pekerja 
secepat mungkin tanpa ditunda dengan berbagai alasan apapun, sistem 
penyegeraan pembayaran upah adalah termasuk dalam pengupahan yang 
layak dilihat dari cara pemberiannya, tentu dengan catatan pekerjaan yang 
telah diamanatkan juga segera ditunaikan dan diselesaikan.
11
 
Muamalah merupakan sistem kehidupan yang memberi warna pada 
setiap dimensi hubungan manusia, tak terkecuali pada dunia ekonomi, 
bisnis, dan sosial yang Allah SWT ciptakan, termasuk perbuatan 
muamalah adalah sistem kerja sama pengupahan.
12
 Hal ini dimaksudkan 
                                                          
10
 Ismail Nawawi, Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer,h.191 
11
 Khumedi Ja‟far, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Bandar Lampung: Permatanet 
Publishing,2016), h.143 
12





usaha kerja sama saling menguntungkan kedua belah pihak untuk 
meningkatkan taraf hidup. 
Bentuk muamalah yang terjadi adalah kerjasama antara manusia di 
satu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang disebut sebagai 
pekerja, di pihak lain yang menyediakan pekerjaan disebut penyedia lahan 
pekerjaan atau dapat disebut dengan majikan. Kerja sama ini dengan 
literatur fiqh muamalah yang disebut dengan akad ijarah al- A‟mal, yaitu 
sewa-menyewa jasa manusia.
13
 Upah merupakan hak bagi setiap orang 
yang bekerja dalam kebutuhan ekonomi yang tidak boleh diabaikan dan 
kewajiban majikan untuk memenuhinya. 
Tujuan pemerintah mengatur upah dan pengupahan pekerja/buruh 
adalah untuk melindungi pekerja dari kesewenang-wenangan pengusaha 
dalam pemberian upah. Setiap pekerja/buruh berhak mendapatkan 
penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi manusia 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
14
 
Upah diberikan harus adil agar tidak merugikan salah satu pihak 
dan upah harus sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sebagaimana 
dijelaskan pada Surat Al- Nahl ayat 90 sebagai berikut : 
َ يَأْيُ 
ٌَّ هللّاه ٍِ اْنفَْحَشۤاِء اِ ٗ َع ٓه ُْ يَ َٔ  ٗ اِْيخَۤاِئ ِرٖ اْنمُْشبه َٔ  ٌِ ْحَسا اْْلِ َٔ ُش بِاْنَعْذِل 
 ٌَ ْٔ ُش اْنبَْغِي يَِعظُُكْى نََعهَُّكْى حََزكَّ َٔ َُْكِش  ًُ اْن َٔ٠ٓ 
Artinya:”Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang 
                                                          
13
 Rahmat Syafe‟i, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia,2001), h.215 
14





dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi 
pengajaran kepadamu agar kamu mengambil pelajaran”. 
Dalam hal ini adil adalah menggambarkan keseimbangan dan 
keharmonisan. Nilai keadilan menuntut antara lain sesuatu yang menjadi 
haknya. Oleh karena itu prinsip keadilan tidak terlepas dari keseimbangan 
antara hak dan kewajiban. 
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya adalah upaya pemerintah 
untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam 
membangun rumah layak huni untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam 
hal proses membangun rumah memakai sistem tenaga tukang (tenaga ahli 
renovasi rumah) atau bisa dibantu oleh sistem gotong royong. 
Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 33 Tahun 2016 Tentang 
Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Berbasis 
Komunitas (BSPS-BK) di Kabupaten Lampung Selatan menetapkan 
pembangunan rumah baru atau peningkatan kualitas rumah diberikan 
waktu selama 120 hari, apabila penerima Bantuan Stimulan Perumahan 
Swadaya tidak dapat menyelesaikan dalam kurun waktu yang sudah 
ditetapkan akan dikenakan sanksi. Pemerintah menetapkan upah tukang 
(tenaga ahli) diberikan dana sebesar Rp. 2.500.000., dan tukang bangunan 
tersebut bekerja selama 120 hari. Di dalam tarif normal biasanya upah 
tukang perhari sebesar Rp. 100.000, tetapi dalam prakteknya upah tukang 
bangunan pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya tidak 





adanya upah tambahan akan tetapi pada prakteknya upah tersebut tidak 
diberikan sampai pembangunan itu selesai.
15
 
Hal inilah yang melatar belakangi timbulnya kerugian dikarenakan 
upah tukang yang tidak sesuai dengan tarif normal dan tidak adanya 
penambahan upah yang sesuai. Berangkat dari permasalahan inilah penulis 
tertarik untuk mengkaji secara lebih dalam bagaimana “ Tinjauan Hukum 
Islam Terhadap Upah Pekerja Bangunan Program Bantuan Stimulan 
Perumahan Swadaya (Studi di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung 
Bintang)”. 
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian 
Dari penjelasan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini 
lebih fokus pada persoalan tinjuan hukum Islam yang terkait dengan 
penetapan upah dalam pembangunan rumah program bantuan stimulan 
perumahan swadaya. Untuk meneliti permasalahan tersebut menggunakan 
metode kualitatif, pendekatan yang sistematis dan subjektif yang 
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D. Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah : 
1. Bagaimana Praktik Pembayaran Upah Pekerja Bangunan Dalam 
Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Desa Sabah Balau 
Kecamatan Tanjung Bintang ? 
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah 
Pekerja Bangunan Dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan 
Swadaya Di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang ? 
E. Tujuan Penelitian  
1. Untuk mengetahui Praktik Pembayaran Upah Pekerja Bangunan 
Dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Desa 
Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang 
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah 
Pekerja Bangunan Dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan 
Swadaya Di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang 
F. Manfaat Penelitian 
1. Secara teoritis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu 
pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan rujukan bagi penulis 
berikutnya, guna memperoleh keilmuwan dalam bidang hukum Islam. 
2. Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas 






G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 
Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang penulis jadikan 
refrensi dalam penelitian ini, di antarnya : 
Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Lia Dwi Dana tahun 2019 
mahasiswi UIN Raden Intan Lampung, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 
Fakultas Syariah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah 
Sebagai Pekerja Pramusaji Bar”. Penelitian ini membahas bagaimana 
hukum islam mengenai tentang upah sebagai pekerja pramusaji Bar. 
Melihat dari produk-produk bar tersebut terdapat menu minum-minuman 
yang memabukkan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah upah yang 
diterima oleh pramusaji bar dapat dihukumi haram dikarenakan dalam 
konteks ini, upah pramusaji dapat dihukumkan haram dan dilarangdalam 
agama karena aktivitas di MSB lebih dominan menjurus kepada hal-hal 
yang dimurkai Allah SWT.
16
 
Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Binti Masitoh tahun 2019  
mahasiswi UIN Raden Intan Lampung, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah 
Fakultas Syariah yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah 
Bagi Tokoh Agama”. Penelitian ini membahas bagaimana hukum Islam 
mengenai tokoh agama yang bertugas untuk mengurus jenazah dan 
mengimami setiap acara yasinan , dan setiap kepala keluarga memberikan 
upah berupa beras sebesar 2kg dan waktu pembayarannya setahun sekali 
setelah panen. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah penelitian ini tidak 
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dapat disebut upah dikarenakan tidak memenuhi unsur upah (jenis 
pekerjaan tidak terukur). Oleh karenanya lebih tepat disebut 
imbalan/ucapan terima kasih masyarakat. Menurut hukum Islam 




Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Indah Tri Oktavia tahun 
2018 mahasiswi IAIN Metro, Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Islam yang berjudul “ Sistem Perhitungan Upah Pada 
Pembuatan Sulam Usus Perspektif Etika Bisnis Islam”. Penelitian ini 
membahas bagaimana permasalah upah buruh yang tidak adil dimana 
seluruh pekerjanya memperoleh upah yang sangat minim dan setiap 
pekerja upahnya tidak dibedakan. Padahal mengingat semua pekerjaan dari 
setiap pekerjanya berbeda-beda, yaitu antara penyulam kebaya dengan 
penjahit kebaya. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pandangan etika 
bisnis islam terhadap praktek sistem perhitungan upah pada pembuatan 
sulam usus di Elfira Collection jika dipandang dari etika bisnis islam 
makan prinsip tauhid, kebebasan, dan pertanggung jawaban sudah sesuai, 
tetapi jika dikaitkan dengan prinsip keadilan bersifat tidak adil. 
18
 
Hal ini banyak persamaan dan perbedaan dalam penelitian yang 
dilakukan mengenai teori upah. Persamaan dalam kajian penelitian ter-
dahulu membahas teori upah, tetapi perbedaan dalam kajian penelitian ter-
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dahulu adanya perbedaan Tempat, Fokus Penelitian, dan Subjek yang ber-
beda. Namun dalam perkembangannya belum ada penelitian yang 
membahas tentang upah pekerja bangunan dalam program Bantuan 
Stimulan Perumahan Swadaya, dikarenakan tidak sesuai dengan 
pembayaran upah yang seharusnya. Maka penelitian ini bermaksud untuk 
menambah wawasan keilmuwan dibidang teori upah. 
H. Metode Penelitian  
Metode yang digunakan penelitian ini merupakan metode 
kualitatif. Dikarenakan penelitian kulitatif adalah penelitian tentang riset 
yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, serta proses 
dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.  
1. Jenis dan Sifat Penelitian 
a. Jenis penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field 
research), penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata 
tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.
19
 
Adapun untuk melakukan sebuah penelitian lapangan peneliti 
harus memperoleh data secara langsung dengan mendatangi subjek 
yang bersangkutan dengan permasalahan penelitian tersebut. 
b. Sifat penelitian. 
Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu suatu 
penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. 
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Penelitian deskriptif yaitu sebuah uraian sistematis teori dan hasil 
penelitian yang rlavan dengan variable yang diteliti. 
Penelitian ini menggambarkan secara tepat mengenai sifat 
suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dalam 
proses penyederhanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya 
menjadi informasi yang lebih sederhana agar mudah dipahami apa 
yang terjadi di lapangan. 
2. Sumber Data Penelitian 
a. Data Primer 
Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan 
data kepada pengumpulan data yang dilakukan dengan metode 
lapangan, yakni penelitian dilakukan langsung dari hasil 
wawancara, pengamatan dokumen yang diterima dari responden 
atau objek yang diteliti.
20
 Data primer didapat dari observasi dan 
wawancara kepada Buruh Bangunan pada Pembangunan Rumah 
Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. 
b. Data sekunder. 
Data sekunder merupakan data yang tidak langsung 
memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder yang 
diperoleh peneliti dari buku-buku yang membicarakan topik yang 
berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul dan 
pokok bahasan kajian ini akan tetapi mempunyai relevan dengan 
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permasalahan yang akan dikaji.
21
 Sumber data sekunder yang 
dipakai oleh penulis adalah beberapa sumber yang relevan dengan 
penelitian yang penulis lakukan, antara lain: Al-Qur‟an, hadits, 
buku, kitab-kitab fikih, skripsi dan literatur lainnya. 
3. Populasi dan Sampel 
a. Populasi 
Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas 
obyek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 
tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 
kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dari penelitian ini adalah 
berjumlah 8 orang buruh bangunan pada Program Bantuan 
Stimulan Perumahan Swadaya,  10 orang penerima bantuan, dan 2 
orang aparat desa yang mendampingi proses Bantuan Stimulan Pe-
rumahan Swadaya  di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bin-
tang Kabupaten Lampung Selatan.  
b. Sampel 
Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik 
yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang digunakan da-
lam penelitian ini adalah purposive sampling. Purposive sampling 
merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu 
dan syarat-syarat yang dipilih sesuai dengan kriteria yang dikaji da-
lam penelitian ini. Oleh karena itu, sampel dalam penelitian ini yai-
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tu 6 orang Buruh Bangunan, 2 orang yang menerima Program 
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, dan 1 orang Aparat Desa. 
4. Metode Pengumpulan Data 
Mengenai pengumpulan data peneliti menggunakan metode 
sebagai berikut: 
a. Metode Wawancara ( Interview). 
Wawancara dapat digunakan sebagai teknik pengumpulan 
data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 
menentukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila 
peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 
mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.
22
 
Dalam melaksanakan wawancara penulis berhadapan secara 
langsung dengan orang yang diwawancara baik secara terstruktur 
yang telah mempersiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan 
data peneliti. 
b. Metode Observasi. 
Metode observasi adalah teknik pengumpulan data yang 
mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik 
yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Jika wawancara dan 
kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, sedangkan 
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Metode ini untuk menghimpun atau memperoleh data, 
dengan peneliti melakukan pencatatan baik berupa benda-benda 
tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, 
catatan harian dan sebagainya.
24
 
5. Metode Pengolahan Data  
Beberapa cara yang penulis gunakan dalam metode ini, yaitu : 
a. Pemeriksaan Data (Editing) 
Pemeriksaan data ialah pembenaran apakah data yang 
terkumpul melalui studi pustaka, studi lapangan dan dokumen su-
dah dianggap relevan dengan masalah, tidak berlebihan, jelas dan 
tanpa kesalahan. 
b. Sistematika Data (Sistematizing) 
Sistematika data merupakan suatu cara untuk menge-
lompokkan data secara sistematis. Data yang tersebut dikelompok-
kan secara klasifikasi serta secara urutan masalah. 
6. Metode Analisis Data 
Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah ana-
lisa data kualitatif dengan memakai metode berpikir induktif Metode 
induktif yaitu berawal dari pengetahuan yang bersifat khusus ke 
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pengetahuan yang bersifat umum. Dalam penelitian ini penulis mem-
peroleh gambaran umum mengenai sistem penetapan upah pekerja 
bangunan pada Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 
kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.   
I. Sistematika Pembahasan  
Pembahasan hasil penelitian ini akan disistematika menjadi lima 
bab yang saling berkaitan satu sama lain. Sebelum menempuh bab satu 
maka pertama-tama terlebih dahulu terdapat halaman sampul, halaman 
judul, abstrak, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, 
halaman pernyataan originalitas, halaman motto, halaman persembahan, 
halaman riwayat hidup, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, hala-
man daftar tabel, serta daftar lampiran. 
Bab satu berisi sub bab penegasan judul, latar belakang masalah, 
fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, 
manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode 
penelitian serta sistematika pembahasan. 
Bab kedua berisi landasan teori yang berkaitan dengan masalah da-
lam penelitian ini. Oleh karena itu pada bab kedua ini penulis membahas 
tentang pengertian upah, dasar hukum upah, macam-macam upah, hak 
menerima upah, sistem pengupahan dalam Islam, berakhirnya akad upah, 
prinsip-prinsip perjanjian. 
Bab ketiga membahas tentang gambaran umum desa Sabah Balau 





penduduk desa Sabah Balau, struktur organisasi desa Sabah Balau. Selain 
itu pada bab ini juga berisi tentang sistem penetapan upah pekerja 
bangunan dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.   
Bab keempat atau analisis penelitian membahas secara rinci 
mengenai sistem penetapan upah pekerja bangunan dalam program Bantu-
an Stimulan Perumahan Swadaya dan membahas secara rinci tinjauan 
hukum Islam tentang pembayaran upah pekerja bangunan dalam program 
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. 
Bab kelima yang disebut dengan penutup berisi kesimpulan serta 
rekomendasi. Selanjutnya pada bagian akhir berisi daftar rujukan 
sertalampiran, lampiran tersebut yaitu dokumen-dokumen, surat-surat peri-





























A. Pengertian Upah 
Bentuk kegiatan manusia dalam kehidupan di lapangan muamalah 
yaitu ijarah. Upah dalam bahasa Arab disebut al-ujrah. Dari segi bahasa 
al-ajru yang berarti „iwad (ganti). Dengan kata lain imbalan yang 
diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan.
25
 
Upah menurut istilah (terminologi) adalah mengambil manfaat 
tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti atau imbalan menurut 
syarat-syarat tertentu. Upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran 
kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu 
pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang 
disepakati.  
Ijarah berlaku umum atas setiap akad yang berwujud pemberian 
imbalan atas sesuatu manfaat yang diambil. Secara garis besarnya ijarah  
terdiri dari beberapa hal. Pertama, apabila yang menjadi objek transaksi 
adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut ijarah al-ain atau sewa-
menyewa, seperti menyewa rumah untuk ditempati. Kedua, bila yang 
menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang 
disebut ijarah al-zimmah atau upah-mengupah, seperti upah menjahit 
pakaian 
Upah dibayarkan kepada para pekerja sesuai dengan kesepakatan 
dan manfaat yang diberikan sehingga keduanya terikat dengan suatu 
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kontrak yang telah disepakati. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam 
bidang muamalah adalah Ijarah yang terambil dari bentuk fi‟il “ajara-
ya‟juru-ajran”. Ajaran semakna dengan kata al-„iwadh yang mempunyai 
arti ganti dan upah. Ajaran juga dapat berarti sewa atau upah. Ijarah 
berarti akad untuk beberapa manfaat terhadap pengganti. Oleh karena itu, 
lafaz Ijarah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas 
pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah 
karena melakukan sesuatu aktivitas.
26
 
 Berdasarkan pengertian di atas, kiranya dapat dipahami 
bahwasannya Ijarah adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, 
diartikan dalam bahasa indonesia berarti sewa-menyewah dan upah-
mengupah, sewa-menyewa adalah “menjual manfaat” sedangkan upah-
mengupah adalah “menjual tenaga atau kekuatan”.
27
 
Dalam kamus besar Indonesia pengertian upah adalah uang yang 
dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang 
sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu seperti gaji. Upah diberikan 




Upah adalah harga yang dibayarkan pekerja atas jasanya dalam 
produksikekayaan, seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberi 
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imbalan atas jasanya, dengan kata lain upah merupakan harga dari tenaga 
yang dibayar atas jasanya dalam produksi.
29
 
Pengertian Upah menurut Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 
2003 tentang Tenaga Kerja Pasal 1 yaitu Upah adalah hak pekerja/buruh 
yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari 
pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan 
dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau 
peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh 
dan keluarganya atau suatu pekerjaan dan jasa yang telah dilakukan. 
Untuk lebih jelasnya di bawah ini akan dikemukakan beberapa 
definisi menurut pendapat para ahli, yaitu sebagai berikut: 
1.  Nurimansyah Haribuan mendefinisikan bahwa upah adalah segala 
macam bentuk penghasilan yang diterima buruh (pekerja) baik berupa 
ataupun barang dlam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan 
ekonomi. 
2. Muchdarsyah Sinungan mendefinisikan bahwa upah kerja pencerminan 
pendapatan nasional dalam bentuk upah uang yangditerima oleh buruh 
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3. Sadono Sukirno mendefinisikan bahwa upah adalah pembayaran atas 




Ada pula yang menerjemahkan, ujrah sebagai jual beli jasa (upah 
mengupah). 
Upah dapat diartikan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang 
memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya dengan sesuai 
perjanjian. Menurut fikih muamalah bahwa transaksi uang dengan tenaga 
kerja manusia disebut ujrah atau upah. Dalam pandangan syariat Islam 
upah adalah hak dari orang yang telah bekerja dan kewaiban orang yang 
mempekerjakan untuk membayarnya. Upah merupakan hak dari seorang 
buruh sebagai harga atas tenaga yang telah disumbangkan dalam proses 
produksi dan pemberi kerja wajib membayarnya.  
Allah menghalalkan upah karena upah merupakan konpensasi atas 
jasa yang telah diberikan seorang pekerja, dan perampasan terhadap upah 
merupakan perbuatan buruk yang akan mendapat ancaman siksa dari Allah  
B. Dasar Hukum Upah 
Beberapa fuqaha sepakat bahwa ijarah dibolehkan berdasarkan al-
Qur‟an, hadis (as-sunnah), dan ijma‟. Begitu pun beberapa ulama, seperti 
Abu Bakar,al-Qasyani, Ibnu Kaisan, Ismail bin Ulayyah, An- Nahrawani, 
dan Hasan al-Basri. Mereka tidak membenarkan ujrah, sebab ujrah adalah 
jual beli kemanfaatan,yang tidak dapat dipegang (tidak ada). Sesuatu yang 
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tidak ada tidak dapat dikategorikan jual beli. Setelah beberapa waktu ba-
rulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu 
yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh diperjualbelikan.
32
 
1. Al- Qur’an 
Al-qur‟an menurut harfiah berarti “bacaan” adalah sebuah kitab 
suci utama dalam agama Islam, umat muslim percaya bahwa kitab ini 
diturunkan oleh Allah. Dalam hukum Islam pengambilan hukum yang 
pertama harus berdasarkan Al- Quran. 
a) Q.S. Al-Baqarah [2] : 233  
حَْيخُْى  آْ اه خُْى يَّ ًْ َْلَدُكْى فَََل ُجَُاَح َعهَْيُكْى اَِرا َسهَّ ْٔ ا اَ ْْٕٓ ٌْ حَْسخَْشِظُع ٌْ اََسْدحُّْى اَ اِ َٔ
هُ  ًَ ا حَْع ًَ َ بِ
ٌَّ هللّاه ا اَ ْْٕٓ ًُ اْعهَ َٔ  َ
احَّمُٕا هللّاه َٔ ِفِۗ  ْٔ ْعُش ًَ ٌَ بَِصْيٌش بِاْن ْٕٕٖٖ 
Artinya :“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, 
maka  tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan 
pembayaran menurut yang patut, bertakwalah kamu 
kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat 
apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Baqarah[2] : 233 ) 
 
  Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada 
pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan 
sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian 
menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita 
yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian 
harus memberikan upah yang sepantasnya kepada mereka, apabila 
upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi 
kerja hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai 
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b) Q.S An-nisa [4] :135. 
 ِٔ َْفُِسُكْى اَ  اَ
ْٗٓ ْٕ َعهه نَ َٔ  ِ
ٍَ بِاْنمِْسِػ ُشََٓذۤاَء لِِلّه اِيْي َّٕ ا لَ ْٕ َُ ْٕ ا ُك ْٕ َيُُ ٍَ اه َا انَِّزْي ْٓاَيُّٓ يه
اِۗ فَ  ًَ ِٓ ٗ بِ
نه ْٔ ُ اَ
ْٔ فَمِْيًشا فَالِّله ٍْ َغُِيًّا اَ ٌْ يَُّك ۚ  اِ ٍَ اْْلَْلَشبِْي َٔ  ٍِ انَِذْي َٕ ََل حَخَّبُِعٕا اْن
ٌَ َخبِْيًشا  ْٕ هُ ًَ ا حَْع ًَ ٌَ بِ َ َكا
ٌَّ هللّاه ِ ا فَا ْٕ ْٔ حُْعِشُظ ا اَ ْٓ  ٕ ٌْ حَْه اِ َٔ ا ۚ  ْٕ ٌْ حَْعِذنُ ٖ اَ ْٓ ٕه اْنَٓ
ٖٔ١ 
 Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang 
yang benar benar penegak keadilan, menjadi saksi 
karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu 
bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, 
maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka 
janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin 
menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar 
balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka 
sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala 
apa yang kamu kerjakan.
34
” (Q.S An-nisa [4] :135) 
 
Ayat di atas menjelaskan bahwa, jika ia kaya atau pun miskin, 
maka Allah lebih mengetahui kemaslahatannya. Maka janganlah kamu 
mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan 
jika kamu memutar balikan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, 
maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang 
kamu kerjakan. 
c) Q.S Az-Zukhruf [43]: 32 
ِٕة  ِعْيَشخَُْٓى فِٗ اْنَحيه َُا بَْيَُُْٓى يَّ ًْ ٍُ لََس َْح َج َسبَِّكِۗ  ًَ ٌَ َسْح ْٕ ًُ اَُْْى يَْمِس
ٍج نِّيَخَِّخَز بَْعُعُْٓى بَْعًعا  َق بَْعٍط َدَسجه ْٕ َسفَْعَُا بَْعَعُْٓى فَ َٔ َْيَۙا  انذُّ
 ْٕ ُع ًَ ا يَْج ًَّ ُج َسبَِّك َخْيٌش يِّ ًَ َسْح َٔ  ٌَٕٖ ُسْخِشيًّا ِۗ
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Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? 
Kami telah menentukan antara mereka penghidupan 
mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah 
meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain 
beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat 
mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat 
Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.” 
(Q.S Az-Zukhruf [43]: 32) 
 
Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam soal kehidupan didunia 
sudah ada yang mengaturnya termasuk melebihkan sebagian orang-
orang atas sebagian lainnya dalam hal kekayaan dan kefakiran, 
kekuatan dan kelemahan, ilmu dan kebodohan, jika semuanya 
disamakan maka sebagian mereka tidak dapat mempekerjakan 




d) Q.S An-nahl [16]: 90 
 ٍِ ٗ َع ٓه ُْ يَ َٔ  ٗ اِْيخَۤاِئ ِرٖ اْنمُْشبه َٔ  ٌِ ْحَسا اْْلِ َٔ َ يَأُْيُش بِاْنَعْذِل 
ٌَّ هللّاه ۞ اِ
 ٌَ ْٔ ُش اْنبَْغِي يَِعظُُكْى نََعهَُّكْى حََزكَّ َٔ َُْكِش  ًُ اْن َٔ  ٠ٓاْنفَْحَشۤاِء 
  Artinya :”Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan 
berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan 
Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan 
permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar 
kamu dapat mengambil pelajaran”(Q.S An-Nahl 
[16]:90) 
 
    Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam hal ini adil merupakan 
gambaran keseimbangan dan keharmonisan. Nilai-nilai keadilan 
menuntut antara lain agar orang memberikan kepada orang lain sesuatu 
yang menjadi haknya. Oleh karena itu, dalam prinsip keadilan tidak 
terlepas dari keseimbangan antara hak dan kewajiban. 
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  Hadis merupakatan perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan dan 
persetujuan dari Nabi Muhammad yang dijadikan landasan syariat 
Islam. Hadis dijadikan sumber hukum Islam selain Al-Qur‟an, dalam 
hal ini kedudukan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-
Qur‟an. 
 Selain itu ayat Al-Qur‟an di atas, ada beberapa hadis yang 
menegaskan tentang upah, hadist Rasulullah SAW menegaskan : 
ا ْاألَاَِجْيَش اَْجَشُِ لَ  ْٕ ُُّْ لَاَل:أَْعَط َش َسِظَي هللاُ َع ًَ ٍِ ُع ٍِ اْب ٌْ يَِجَف ْبَم َع أَ
) ِّ ٍُ َياَج اُِ اْب َٔ ِعْشلَُّ)َس
36
 
 “Dari Abdillah bin Umar ia berkata, berkata Rasulullah Saw : 
berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering” 
(H.R. Ibnu Majah). 
 sebaiknya pula agar upah disebutkan secara jelas dan diberitahukan 
berapa besar atau kecilnya upah pekerja. Hadis riwayat Abu Sa‟id Al-
Khudri, Rasulullah SAW bersabda : 
 ِّ َّٗ َصهَّٗ هللاُ َعهَْي ٌَّ انَُّبِ ُُّْ اَ َٗ هللاُ َع ِّٖ َسِظ ٍْ اَبِٗ َسِعيٍذ انُخذٍس َع َسهََّى  َٔ َٔ
ىِّ نَ  ٍِ اْسخَأْ َجَش اَِجْيًشافَْهيُسَّ اَق(لَاَل:َي صَّ اُِ َعْبُذ انشَّ َٔ ُّ اُْجَشحَُّ)َس
37
 
 “Dari Abu Sa‟id Al-Khudri ra. Bahwasannya Nabi Saw bersabda: 
barang siapa mempekerjakan pekerja maka tentukanlah 
upahnya”(H.R. Abdurrazaq).  
ٍْ أَ  ٍْ أَ ٍَس َسِظَي هللاُ َع ُ ُس َِم َع ُُّْ اَََّّ اَو  َع ُل هللاِ ْجِشاُحجَّ ْٕ فَمَاَل:اِخخََجَى َسُس
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 Muhammad bin Isma‟il al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, Juz. VII, No. 5696 (Beirut: Dar 





 “Dari Anas ra. Sesungguhnya ketika ditanya mengenai upah dari 
bekerja membekam, dia mengatakan: Rasulullah Saw dibekam oleh 
Thaibah, dan beliau memberinya imbalan, sebanyak dua sak makanan 
(H.R. Bukhari) 
  Allah memusuhi orang-orang yang melakukan hal-hal yang 
dilarang oleh agama, seperti dalam hadist yang diriwayatkan Muslim, 
sebagai berikut : 
ٍْ اَبِ  َسهََّى لَاَل:لَاَل َُْش  ىيْ َع َٔ  ِّ ٌَّ انَُّىبِيَّ َصهَّٗ هللاُ َعهَْي ُُّْ أَ يََشةَ َسِظيَالِلُ َع
َو اْنمِ  ْٕ افَأََكَم يَاَيِت,َسُجٌم أَْعَطٗ َِٗ ثُىَّ هللاُ يَ َسُجٌم بَاَع ُحّشً َٔ َغَذَس,




 “Abu Hurairah ra berkata, Rasulullah Saw bersabda: tiga 
golongan yang aku musuhi kelak di hari kiamat ialah seseorang yang 
memberi pinjaman dengan namaku, kemudian ia berkhianat, 
seseorang yang menjual orang merdeka dan menikmati hasilnya, dan 
seseorang yang mempekerjakan kuli, lalu pekerja itu bekerja dengan 
baik namun ia tidak memenuhi upahnya.”(H.R. Abu Hurairah) 
 
3. Ijma 
 Ijma adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu 
hukum dalam agama berdasarkan Al-Qur‟an dan Hadist dalam suatu 
perkara yang terjadi. Umat Islam pada masa sahabat telah ber ijma 




 Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayah Al-Mujtahid, juga mengatakan 
bahwa “sesungguhnya sewa menyewa itu dibolehkan oleh seluruh 
fuqaha negeri besar dan fuqaha masa pertama”. Al-Ijarah merupakan 
                                                          
39
 Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhari, Shohih Al-Bukhari, (Digital Library, 
al-Maktabah al-Syamilah al Isdar al-Sani, 2005), Hadis n0. 2227 
40






akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran 
upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu 
sendiri.
41
 Transaksi ini dapat meringankan yang dihadapi manusia dan 
termasuk salah satu bentuk aplikasi tolong menolong yang dianjurkan 
agama. Konsep akad ini merupakan manifestasi keluwesan hukum Is-
lam untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia. 
  Berdasarkan uraian di atas tentang dasar hukum atau dalil-dalil 
syara‟ dan juga dasar perundang-undangan yang berkenaan dengan 
masalah pengupahan , maka tidak ada lagi keraguan tentang kebolehan 
mengadakan transaksi sewa-menyewa atau upah-mengupah, dengan 
kata lain sewa-menyewa atau upah-mengupah dibolehkan dalam 
hukum Islam maupun perundang-undangan apabila bernilai syar‟i dan 
tidak merugikan pihak pekerja/buruh. 
C. Rukun dan Syarat Upah 
 Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu terwujud 
karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah, 
terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, 
tiang, lantai, dinding, atap, dan seterusnya. Dalam konsep Islam unsur-
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 Menurut Jumhur ulama, rukun dan syarat upah ada empat (4) yaitu: 
1. Aqid (orang yang berakad)  
  Orang yang berakad yaitu orang yang melakukan akad sewa-
menyewa atau upah-mengupah. Mua‟jir adalah orang yang memberi 
upah, sedangkan musta‟jir adalah orang yang menerima upah untuk 
melakukan sesuatu (buruh/pekerja).
43
 Persyaratan orang yang berakad 
untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan 
berkemampuan yaitu, kedua-duanya berakal, saling meridhai dan dapat 
membedakan. Menurut ulama Syafi‟iyah dan Hanabilah, jika salah 
seorang berakad itu gila atau anak kecil menyewakan harta mereka 
atau diri mereka (sebagai buruh), maka akad menjadi tidak sah. 
2. Sighat 
 Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut sighat akad (Sighatul 
“aqad), terdiri atas ijab dan qabul dapat melalui : 
a. Ucapan 
b. Utusan dan tulisan 
c. Isyarat 
d. Secara diam-diam 
e. Dengan diam-diam semata. Syarat-syaratnya sama dengan ijab 
dan qabul pada jual beli hanya saja dalam upah harus 
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3. Ujrah / Upah  
 Yaitu yang menjadi objek dalam upah mengupahatau sesuatu yang 
dikerjakan adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut agama (Islam). 
Adapun syarat-syarat dalam pembayaran upah (ujrah) adalah sebagai 
berikut  : 
a. Tidak berkurang nilainya. 
b. Harus jelas, artinya sebelum pekerjaan dilaksanakan upahnya ha-
rus ditentukan dengan pasti terlebih dahulu. 
c. Adanya manfaat yang jelas. 
d. Ma‟qud alaihi (barang yang menjadi objek) ialah sesuatu yang 
dikerjakan dalam upah mengupah, disyaratkan pada pekerjaan 
yang dikerjakan dengan beberapa syarat. Adapun salah satu syarat 




  Rasulullah Saw sendiri diriwayatkan pernah meminta orang 
Yahudi sebagai penulis dan penerjemah dan beliau juga pernah 
meminta orang musyrik sebagai penunjuk jalan. 
   Ali bin Abi Thalib diminta oleh orang Yahudi untuk me-
nyirami kebun dengan upah tiap satu timba sebutir kurma. 
   Adapun menurut ulama Hanafiyah, Rukun ijarah adalah 
ijab dan qabul antara lain dengan menggunakan kalimat: al-Ijarah, 
al-Isti‟jar, al-Ikhtira, dan I-Ikra, adapun golongan Syafi‟iyah, Mal-
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ikiyah dan Hambaliyah berpendapat bahwa rukun ijarah itu terdiri 
atas muajjir (pihak yang memberikan upah), musta‟jir ( orang yang 
membayar upah), al-Ma‟qud dan shighat.
46
 Sedangkan jumhur 
ulama hanya mengatakan ada empat yaitu Aqid (orang yang be-
rakad), shighat (ijab qabul), al-ijarah (upah), dan Ma‟qud „alaihi 
(manfaat barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan). 
  Menurut ulama Mazhab Hanafi, rukun yang dikemukakan 
oleh jumhur ulama di atas, bukan rukun tetapi syarat. 
   Sebagai sebuah transaksi umum, al-ijarah baru dianggap 
sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaiman yang 
berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Adapun syarat-
syarat upah-mengupah adalah sebagai berikut :
47
 
1. Syarat terjadinya akad (syarat in‟inqad). 
 Syarat ini berhubungan dengan orang yang melakukan 
akad. Syarat utama bagi pihak yang melakukan ijarah ialah be-
rakal sehat dan pihak yang melakukan ijarah itu haruslah orang 
yang memiliki kecakapan bertindak yang sempurna mampu 
membedakan mana perbuatan yangbaik dan perbuatan yang bu-
ruk. Oleh karena itu, orang yang tidak sehat atau gila dan orang 
yang belum mumayyiz tidak sah melakukan ijarah. Begitu pula 
dengan orang yang mabuk dan orang yang tiba-tiba hilang in-
gatannya, tidak sah melakukan ijarah ketika orang tersebut da-
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lam keadaan sakit. Oleh sebab itu, sangat perlunya kecakapan 
bertindak dalam melakukan suatu akad, maka golongan 
Syafi‟iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa para pihak 
yang melakukan akad itu haruslah orang yang sudah dewasa 
dan tidak cakap hanya sekedar sudah mumayyiz saja.
48
 
2. Syarat pelaksanaan ijarah (syarat al-nafadz) 
 Akad ijarah dapat terlaksana bila ada kepemilikan dan pen-
guasaan, karena tidak sah akad ijarah terhadap barang milik 
atau sedang dalam penguasaan orang lain. Tanpa adanya 
kepemilikan dan atau dalam penguasaan, maka ijarah tidak 
sah. 
3. Syarat sah (syarat al-shihah) 
  Keabsahan ujrah sangat berkaitan dengan aqid (orang yang 
berakad), ma‟qud alaih (barang yang menjadi objek akad), 
ujrah (upah), dan zat akad (nafs al-„aqad), yaitu :
49
 
a. Adanya keridhaan dari kedua belah pihak yang akad 
Dalam hal ini tidak dibolehkan melakukan akad ujrah jika 
adanya salah satu pihak atau bahkan keduabelah pihak tidak 
didasari suka rela ataudalam keadaan terpaksa, baik 
keterpaksaan itu timbulnya dari pihak-pihakyang 
melakukan akad maupun dari pihak lain. 
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 Syarat ini didasarkan pada firman Allah SWT : Q.S An- 
Nisa[4] : 29 
 ٌَ ْٕ ٌْ حَُك ْٓ اَ انَُكْى بَْيَُُكْى بِاْنبَاِغِم اِْلَّ َٕ ا اَْي ْْٕٓ ا َْل حَأُْكهُ ْٕ َيُُ ٍَ اه َا انَِّزْي ْٓاَيُّٓ يه
ا  ْْٕٓ ُ َْل حَْمخُه َٔ ُُْكْى ِۗ  ٍْ حََشاٍض يِّ ٌَ بُِكْى حَِجاَسةً َع َ َكا
ٌَّ هللّاه َْفَُسُكْى ِۗ اِ اَ
ا  ً  ٠َٕسِحْي
Artinya :” wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yangbatil 
(tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku 
atasdasar suka sama suka di antara kamu. Dan jangan-
lah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Pen-
yayang kepadamu.”   
 
Oleh karena itu tidak boleh mempekerjakan orang secara 
paksa, tidak boleh menganiaya ajjir, untuk menghalang-
halangi haknya atau mengulur-ulur pembayarannya, atau 
mengambil sesuatu kemanfaatan darinya tanpa iwadh atau 
upah, itu sama saja memperbudak sebagaimana dikatakan 
oleh fuqaha Islam yang disimpulkan dari sebuah hadis yang 
dianggap orang yang “memakan” tenaga dan jerih payah 
seseorang pekerjasama saja seperti seseorang menjual 




b. Ma‟aqud Alaih bermanfaat dengan jelas 
Adanya kejelasan pada ma‟qud alaih (barang) 
menghilangkan pertentangan diantara aqid. Diantara cara 
untuk mengetahui ma‟qud alaih (barang) adalah dengan 
menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau men-
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jelaskan jenis pekerjaan jika ijarah atas pekerjaan atau jasa 
seseorang. 
c. Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadan-
ya. 
Bila ijarah berupa sewa tenaga atau jasa, maka pekerjaan 
yang dilakukan bukan merupakan suatu kewajiban bagi 
orang yang menyewakan jasa atau tenaga tersebut. Ber-
dasarkan syarat ini, maka tidak sah apabila ijarah atau me-
nyewa jasa seseorang untuk shalat fardhu, puasa, dan lain-
lain karena itu suatu kewajiban seorang mukmin. Juga dil-
arang menyewa istri sendiri untuk melayaninya sebab hal 
itu merupakan kewajiban seorang istri. Ulama kontemporer 
berfatwa bagi para pengajar Al-Qur‟an diperbolehkan 
mengambil upah atau uang jasa, Imam Malik dan Syaf‟I 
berpendapat bahwa diperbolehkan sewa jasa pengajar Al-
Qur‟an.  
d. Syarat yang berkaitan dengan upah atau uang 
Dalam akad ijarah harus jelas, tertentu dan bernilai harta. 
Oleh sebab itu, para ulama sepakat menyatakan bahwa 
khamar dan babi tidak boleh menjadi upah dalam akad ija-







 Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan upah 
(ujrah) adalah sebagai berikut : 
1) Upah (harta yang dibayarkan) harus suci bukan benda 
najis. Akad sewa (ijarah) tidak sah jika upah (bayaran) 
nya adalah anjing, babi, kulit bangkai yang belum di-
masak, atau khamar. Semua benda-benda najis.
52
 
2) Upah harus dapat dimanfaatkan. Sesuatu yang tidak 
bermanfaat tidak sah dijadikan upah, baik karena hina 
(menjijikan), seperti serangga dan dua biji gandum ka-
rena berbahaya seperti binatang-binatang buas, maupun 
karena diharamkan pemakaiannya secara syariat, seperti 
alat-alat permainan (yang melalaikan), patung, dan 
gambar-gambar. Benda-benda di atas tidak sah ditukar-
kan dengan harta yang bernilai.oleh sebab itu barang-




3) Upah harus dapat diserahkan. Oleh karena itu, tidak 
boleh mengupah dengan burung yang masih terbang di 
udara atau ikan yang masih ada di air, juga tidak boleh 
mengupah dengan harta yang sudah dirampok (di-
ghasab), kecuali upah diberikan kepada orang yang 
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memegang harta ghasab itu memungkinkan untuk di-
ambil kembali. 
4) Orang yang berakad hendaknya memiliki kuasa untuk 
menyerahkan upah itu. Baik karena harta itu berupa hak 
milik maupun wakalah (harta yang dikuasakan). Jika 
upah tidak berada di bawah kuasa orang yang berakad, 
ia tidak sah dijadikan upah 
5) Upah harus berupa muttaqawwin yang diketahui. Syarat 
ini disepakati oleh para ulama. Syarat mal muttaqawwin 
diperlukan dalam ijarah, karena upah (ujrah) merupa-
kan harta atas manfaat, sama seperti harga barang da-
lam jual beli.  
 Kejelasan tentang upah ini untuk menghindari perselisihan 
kedua belah pihak. Penentuan upah atau sewa ini boleh didasarkan 
kepada urf atau adat kebiasaan. Oleh karena itu, tidak boleh me-
nyewa rumah dengan bayaran merenovasi bagian-bagian yang per-




 Termasuk upah yang tidak jelas adalah membayar upah 
dengan sesuatu yang dihasilkan dari pekerjaan yang disewa. 
Misalnya, seorang disewa untuk menyembelih dan menguliti 
kambing dengan imbalan kulitnya atau bagian lain dari kambing 
                                                          
54





itu. Transaksi ini tidak sah karena belum diketahui seberapa tebal 
kulit kambing itu atau seberapa banyak bagian yang akan dijadikan 
upah.  
D. Macam-macam Upah 
 Di dalam fiqh Muamalah upah dapat diklasifikasikan menjadi dua : 
1. Upah yang telah disebutkan  (ajrun muammah) adalah upah yang 
sudah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai 
kerelaan belah pihak yang berakad. 
2. Upah yang sepadan (ajrun misli) adalah upah yang sepadan dengan 
kerjanya sesuai dengan kondisi pekerjaannya (profesi pekerjaan), jika 
ijarah kerjanya telah menyebutkan jasa (manfaat) dari pekerjaannya 
orang yang menentukan upah tersebut (ajrun misli) adalah mereka 
yang mempunyai keahlian atau kemampuan untuk menentukan bukan 
standar yang di tentukan oleh negara, juga bukan kebiasaan penduduk 




 Dari segi objek, akad al-ijarah dibagi menjadi dua macam : 
a. Ijarah manfaat (al-ijarah ala al-manfa‟ah), misalnya sewa-
menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasaan. Dalam hal 
ini mu‟ajiir mempunyai benda-benda tertentu dan musta‟jjir butuh 
benda tersebut dan terjadi kesepakatan anatara keduanya, dimana 
mu‟ajjir mendapat imbalan tertentu dari musta‟jjir, dan musta‟jjir 
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mendapat manfaat dari benda tersebut. Apabila manfaat itu yang 
dibolehkan syara‟ untuk dipergunakan, maka para Ulama fiqih 
sepakat menyatakan boleh dijadikan akad sewa-menyewa. 
b. Ijarah yang bersifat pekerja (ijarah ala al-a‟mal) ialah dengan cara 
mempekerjakan seorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah 
seperti ini menurut Ulama fiqih, hukumnya boleh apabila jenis 
pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh 
pabrik, dan buruh tani. Mu‟ajjir adalah yang mempunyai keahlian, 
tenaga, atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. Mu‟ajjir 
mendapat upah atas tenaga yang dikeluarkan untuk musta‟jjir 
mendapatkan tenaga atau jasa dari mu‟ajjir.
56
 
Upah mengupah atau ijarah‟ala al-a‟mal, yakni jual beli jasa, 
biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian, 
membangun rumah, dan lain-lain. Ijarah „ala al-a‟mal terbagi dua 
yaitu : 
1) Ijarah khusus, yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukum 
seorang yang bekerja itu tidak boleh bekerja selain dengan 
orang yang telah memberinya upah.  Contoh: A mempeker-
jakan B, selama B bekerja ditempat A dengan kesepakatan 
yang telah ditentukan, maka B tidak boleh menerima pekerjaan 
dari orang lain selama pekerjaan B tersebut belum selesai, 
Dalam arti lain ijarah khusus ini mengikat seseorang agar 
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tidak menerima pekerjaan lain sampai jangka waktu habis yang 
telah ditentukan oleh kedua belah pihak.
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2) Ijarah musytarik, yaitu ijarah yang dilakukan secara bersama-
sama, atau melalui kerjasama. Hukumnya dibolehkan kerjasa-
ma dengan orang lain. Contohnya : A dan 6 orang saudaranya 
menerima pekerjaan dari B, untuk menggali sumur, maka 
selama A dan 6 saudaranya bekerja ditempat B ada orang lain 
menyuruh A untuk membenarkan TV nya yang rusak, maka A 
boleh menerima pekerjaan tersebut.  
E.  Hak Menerima Upah 
 Hak ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran 
upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, 
jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran 
dan tidak ada ketentuan penangguhannya. 
 Secara umum dalam ketentuan Al-Qur‟an yang ada keterkaitannya 
dengan penentu upah di jumpai dalam firman Allah SWT dalam surat An-
Nahl ayat 90 : 
 ٗ اِْيخَۤاِئ ِرٖ اْنمُْشبه َٔ  ٌِ ْحَسا اْْلِ َٔ َ يَأُْيُش بِاْنَعْذِل 
ٌَّ هللّاه ٍِ اْنفَْحَشۤاِء ۞ اِ ٗ َع ٓه ُْ يَ َٔ
 ٌَ ْٔ ُش اْنبَْغِي يَِعظُُكْى نََعهَُّكْى حََزكَّ َٔ َُْكِش  ًُ اْن َٔ٠ٓ 
Artinya :” sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dn berbuat 
kebajikan,memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang 
dariperbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia mem-
beripengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pela-
jaran (Q.S. An-Nahl ayat 90) 
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F. Sistem Pengupahan Dalam Islam 
 Upah dalam konsep syariah memiliki dua dimensi yaitu dimensi 
dunia dan dimensi akhirat. Untuk menjelaskan upah dalam dimensi dunia 
makan konsep moral merupakan hal yang sangat penting agar pahala dapat 
diperoleh dimensi akhirat dari upah tersebut. Jika moral diabaikan maka 
dimensi akhirat tidak dapat tercapai. Oleh karena itu konsep moral 
diletakan pada kotak yang paling luar, yang artinya konsep moral 
diperlukan untuk menerapkan upah dimensi dunia agar upah dimensi 
akhirat dapat tercapai. 
 Dimensi dunia dapat dicirikan oleh dua hal yaitu adil dan layak, 
adil bermakna bahwa upah yang harus diberikan harus jelas, transparan, 
dan proposional. Layak bermakna bahwa upah  yang diberikan harus 




 Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas 
masalah upah dan menyelesaikan kepentingan kedua belah pihak,
59
 kelas 
pekerja dan para majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. 
Seorang majikan tidak membenarkan bertindak kejam terhadap kelompok 
pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah 
ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak 
manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama 
mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Prinsip 
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A. Kesimpulan  
Berdasarkan  pada bab-bab sebelumnya maka diperoleh 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Praktik pembayaran upah pada program bantuan stimulan perumahan 
swadaya dalam waktu 120 hari dengan pembayaran sebesar Rp. 
2.500.000 diberikan oleh pemerintah pada saat pembangunan telah 
mencapai 40%. Kemudian pihak penerima bantuan memberikan janji 
kepada tukang bangunan bahwa akan adanya penambahan upah dari 
uang pribadinya. Namun pada praktiknya penambahan upah tersebut 
tidak diberikan juga bahkan sampai pembangunan rumah selesai. 
2. Menurut Tinjauan hukum Islam praktik pembayaran upah pada 
program bantuan stimulan perumahan swadaya tidak sesuai dengan 
hukum syara‟. Hal ini dikarenakan penerima bantuan tidak 
memberikan upah tambahan sehingga upah yang telah diberikan di 
awal dianggap kurang/ tidak memenuhi standar upah pada normalnya. 
Akibatnya tukang bangunan merasa dirugikan dan tidak ridha atas 
upah yang telah diberikan Sedangkan salah satu syarat yang telah 
dijelaskan pada syarat upah adalah kedua belah pihak harus saling rela 
dan tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Sehingga dapat 








B. Rekomendasi  
1. Untuk pihak penerima bantuan maupun tukang bangunan sebaiknya 
lebih memahami rukun dan syarat upah yang sesuai dengan hukum 
Islam agar tidak ada perilaku yang semena-mena dari salah satu pihak 
dan tidak menimbulkan kesalah pahaman. 
2. Untuk kedua belah pihak sebaiknya melakukan musyawarah terlebih 
dahulu mengenai kejelasan upah yang akan disepakati. Agar kedua 
belah pihak saling ridha dan tidak menimbulkan kerugian. 
3. Untuk penerima bantuan sebaiknya memberikan upah tambahan 
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pemerataan terhadap semua makhluk tercantum  dalam (Q.S Al-Baqarah 
[2]:279) 
ٌَ َْل  ْٕ ًُ َْل حُْظهَ َٔ  ٌَ ْٕ ًُ  ٧٠ٕحَْظهِ
 Artinya :“kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya”(Q.S Al –
Baqarah[2]:279) 
 Dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperintahkan 
untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak 
terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain dan tidak merugikan 
kepentingan diri sendiri. Penganiayaan terhadap pekerja istilah jika para 
majikan tidak membayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil 
kerjasama sebagai jatah dari hasil kerja mereka tidak mereka peroleh. 
Sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan terhadap majikan yaitu 
mereka paksa oleh kekuatan industri untuk membayar upah para pekerja 
melebihi dari kemampuan mereka. Oleh karena itu Al-Qur‟an 
memerintahkan kepada para majikan untuk membayar para pekerja dengan 
bagian yang seharusnya mereka terima sesuai kerja mereka, dan pada saat 
yang sama dia telah menyelamatkan kepentingannya sendiri. Dan jika dia 
tidak mampu mengikuti anjuran Al-Qur‟an ini maka dia akan dihukum di 
dunia ini oleh Negara Islam dan dihari kemudian oleh Allah. Demikian 
pula para pekerja akan dianggap penindas jika dengan memaksa majikan 
untuk membayar melebihi kemampuannya. Prinsip keadilan yang sama 





ِث  ٕه ًه ُ انسَّ
َخهََك هللّاه ُْْى َْل َٔ َٔ ا َكَسبَْج  ًَ َْفٍسٍۢ بِ ٖ ُكمُّ  نِخُْجضه َٔ اْْلَْسَض بِاْنَحكِّ  َٔ
 ٌَ ْٕ ًُ  ٕٕيُْظهَ
Artinya: “Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang 
benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang 
dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.”(Q.S Al 
Jaatsiyah [45]:22) 
   Prinsip dasar ini mengatur kegiatan manusia karena mereka akan 
diberi balasan di dunia dan di akhirat. Setiap manusia akan mendapat 
imbalan dari apa yang telah dikerjakan dan masing-masing tidak akan 
dirugikan, ayat ini menjamin tentang upah yang layak setiap pekerja sesuai 
dengan apa yang telah disumbangkan dalam proses produksi, jika ada 
pengurangan dalam upah mereka tanpa diikuti oleh berkurangnya 
sumbangsih mereka hal itu dianggap ketidakadilan dan penganiayaan. 
Ayat ini memperjelas bahwa upah setiap orang harus ditentukan 
berdasarkan kerjanya dan sumbangsihnya dalam kerjasama dan untuk itu 
harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari apa yang telah dikerjakan. 
Tentang prinsip ini disebut lagi dalam Q.S Al Ahqaf [46]:19 
نُِكم   جٌ  َٔ ا َدَسجه ًَّ اۚ  يِّ ْٕ هُ ًِ فِّيَُٓىْ  َع َٕ نِيُ انَُٓىْ  َٔ ًَ ُْىْ  اَْع ٌَ  َْل  َٔ ْٕ ًُ     ٠ٔ يُْظهَ
Artinya :“dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang 
telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan balasan 
perbuatan mereka, dan mereka tidak dirugikan”(Q.S Al-Ahqaf 
[46]:19) 
 Islam juga mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi 





yang mampu, lebih dari itu Allah akan memberi balasan yang setimpal 
yang sesuai dengan amal/kerjanya.
60
 Salah satu upaya untuk melindungi 
hak pekerja, dikenal dengan adanya kesepakatan kerja antara tenaga kerja ( 
mua‟jjir) dengan dengan orang yang mempekerjakan (musta‟jir). Berikut 
hal-hal yang terkait dengan kesepakatan kerja:
61
 
1. Ketentuan kerja 
 Ijarah adalah memanfaatkan jasa seseorang yang dikontrak untuk 
dimanfaatkan tenaganya. Oleh karena itu dalam kontrak kerjanya harus 
ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya.
62
 Jenis 
pekerjaannya harus dijelaskan sehingga tidak kabur, karena transaksi 
ijarah yang masih kabur hukumnya adalah fasid (rusak). Dan 
waktunya harus ditentukan, misalnya harian, bulanan, atau tahunan. 
Selain itu upah kerjanya harus ditetapkan. 
2. Bentuk kerja 
 Tiap pekerjaan yang halal maka hukum mengontraknya juga halal. 
Di dalam ijarah tersebut harus tertulis jenis atau bentuk pekerjaan 
yang harus dilakukan seorang ajir. 
3. Waktu kerja 
 Dalam transaksi ijarah harus disebutkan jangka waktu pekerjaan 
itu yang dibatasi oleh jangka waktu berlakunya perjanjian atau 
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selesainya pekerjaan tertentu. Selain itu harus ada juga perjanjian 
waktu bekerja bagi ajir. 
4. Gaji kerja 
 Disyaratkan juga honor transaksi ijarah tersebut jelas dengan bukti 
dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan. Kompensasi ijarah 
boleh tunai dan boleh juga tidak dengan syarat harus jelas. 
   Islam mengangkat tenaga kerja dan menyuruh orang untuk bekerja, 
baik bekerja untuk mencapai penghidupan yang layak dan 
menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa yang menjadi keperluan 
manusia, demikian juga amal ibadah kepada Allah SWT. Adapun hak-
hak kewajiban tenaga kerja adalah sebagai berikut: 
a. Kerja adalah hak buruh 
  Pemerintah wajib membuka lapangan kerja bagi rakyat 
terutama rakyat yang tidak mampu mendapatkan kerja atau 
membuka lapangan kerja sendiri.
63
 
b. Kerja merupakan kewajiban 
  Melaksanakan pekerjaan merupakan fardhu yang ditetapkan 
oleh Allah untuk memperoleh penghidupan dan kerja itu dapat 
menghapuskan dosa-dosa dan merupakan suatu ibadah, apabila 
ketika bekerja senantiasa memelihara ketakwaan kepada Allah 
SWT. 
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c. Majikan bertanggung jawab tentang pembayaran upah 
   Upah wajib dibayar terhadap majikan berdasarkan 
perjanjian kerja, perjanjian kerja tentu didasarkan pada 
kemampuan, keahlian, dan kecermatan dalam bekerja.
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d. Upah buruh wajib tertentu dan tidak boleh ada unsur pemaksaan, 
penipuan gharar, atau apa saja yang merusak akad kerja.  
e. Tidak boleh diberikan pekerjaan yang terlalu berat 
   Apabila terpaksa melakukan pekerjaan terlalu berat mesti 
harus diberi bantuan oleh majikannya. 
f. Buruh wajib berniat ikhlas  
   Dalam melaksanakan tugasnya buruh senantiasa merasa 
diawasi oleh Allah SWT. Sebaik-baiknya harus bekerja dengan 
cermat, cepat, dan hasil baik. 
   Prinsip utama dalam upah yaitu keadilan yang terletak pada 
kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Akad 
dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan 
majikannya, artinya sebelum dipekerjakan harus jelas terlebih 
dahulu bagaimana upah yang diterima oleh pekerja. Upah tersebut 
meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah, serta waktu 
pembayaran upah. 
   Berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam masyarakat Islam 
akan ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja, majikan, dan 
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Negara. Dalam pengambilan keputusan tentang upah makan 
kepentingan pencari nafkah dan majikan akan dipertimbang-
timbangkan secara adil. Untuk itu menjadi tanggung jawab negara 
Islam untuk mempertimbangkan tingkat upah yang ditetapkan agar 
tidak terlalu rendah sehingga tidak mencukupi biaya kebutuhan 
pokok para pekerja juga tidak terlalu tinggi sehingga majikan 
kehilangan bagiannya sesungguhnya dari hasil kerja sama itu. agar 
dapat menetapkan terlebih dahulu tingkat upah minimumnya  
dengan mempertimbangkan perubahan dari pekerja golongan 
bawah dan dalam keadaan apapun tingkat upah ini tidak akan jatuh. 
Tingkat minimum ini sewaktu-waktunya harus ditinjau kembali 




a. Tingkat Upah Minimum 
 Pekerja hubungannya dengan majikan berada dalam posisi 
yang sangat lemah yang selalu kemungkinan kepentingannya 
tidak akan terlindungi dan terjaga dengan memberikan 
perhatian besar untuk melindungi hak-haknya dari pelanggaran 
yang dilakukan oleh majikan, sudah menjadi kewajiban para 
majikan untuk menentukan upah minimum yang dapat 
menutupi kebutuhan pokok hidup termasuk makanan, pakaian, 
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tempat tinggal dan lainnya, sehingga pekerja akan memperoleh 
suatu tingkat kehidupan yang layak.  
  Kata “ Tadzmau” yang berarti dahaga, keinginan yang 
sangat mendesak. Kerinduan, nampaknya menunjukkan bahwa 
kata “tadzmau” tidak hanya mengandung pengertian yang 
sederhana yaitu dahaga terhadap air tapi dahaga (kebutuhan) 
terhadap pendidikan dan pengobatan. Dengan demikian sudah 
menjadi tanggung jawab negara Islam untuk memenuhi agar 
rakyat terpelihara hidupnya atau menetapkan upah minimum 




  Hadis ini juga menganjurkan upah para pekerja harus cukup 
untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan pokok mereka menuntut 
ta‟aruf hidup pada saat itu dan ini sewajarnya dianggap sebagai 
tingkat upah minimum dalam suatu masyarakat. 
b. Upah tertinggi 
 Islam tidak membiarkan upah di bawah tingkat minimum 
yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan pokok kelompok kerja. 
Islam juga tidak membiarkan adanya kenaikan upah melebihi 
tingkat tertentu yang ditentukan berdasarkan sumbangsihnya 
terhadap produksi. Sebagaimana diketahui betapa pentingnya 
bagi mereka yang setidak-tidaknya dapat memenuhi kebutuhan 
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pokok mereka agar tercipta keadilan dan pemerataan. Oleh 
karena itu diharapkan bahwa tidak perlu terjadi kenaikan 
melampaui batas tertinggi dalam penentuan batas maksimum 
upah tersebut. dalam Firman Allah SWT, yang dijelaskan 
dalam Qs. An-Najm: 39 memberikan gambaran tentang batas 
upah tertinggi, yaitu: 
 ۙٗ ٌِ اِْلَّ َيا َسعه ََْسا ٌْ نَّْيَس نَِْلِ اَ َٖٔ٠ 
Artinya: “dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang 
telah diusahannya”(Q.S An-Najm[53]:39) 
 Ayat ini menetapkan tentang apa yang dapat dituntut oleh 
pekerja dari para majikan mereka, upah maksimum yang mereka 
tuntut dari para majikan mereka, upah maksimum yang mereka 
tuntut dari majikan harus sesuai dengan apa yang telah mereka 
sumbangkan yaitu tenaga kerja mereka. 
c. Tingkatan upah yang sesungguhnya 
 Islam telah melindungi hak-hak para majikan dan pekerja. 
Jatuhnya upah dibawah tingkat terendah seharusnya tidak 
terjadi untuk melindungi hak-hak pekerja, sebaliknya kenaikan 
upah yang melebihi batas tertinggi tidak seharusnya terjadi 
demi menyelamatkan kepentingan majikan. Upah yang 





undang-undang persedian dan ketenagakerjaan yang tentunya 
akan dipengaruhi oleh standar hidup dari kelompok kerja.
67
 
G.  Berakhirnya Akad Ijarah 
 Para Ulama Fiqih menyatakan bahwa akad al-ijarah akan berakhir 
apabila : 
1. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang di-
jahit hilang. 
2. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad al-ijarah telah berakhir. 
Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan pada 
pemiliknya, dan apabila yang disewakan itu adalah jasa seseorang, 
maka ia berhak menerima upahnya. 
3. Menurut Ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad, 
karena akad al-ijarah, menurut mereka, tidak boleh diwariskan. 
Sedangkan menurut jumhur ulama, akad al-ijarah tidak batal dengan 
wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat, menurut 
mereka, boleh diwariskan dan al-ijarah sama dengan jual beli, yaitu 
mengikat kedua belah pihak yang berakad.  
4. Menurut Ulama Hanafiyah, apabila uzur dari salah satu pihak, seperti 
rumah yang disewakan disita Negara karena terkait utang yang banyak, 
maka akad al-ijarah batal. Uzur-uzur yang dapat membatalkan akad 
al-ijarah itu, menurut Ulama Hanafiyah adalah salah satu pihak jatuh 
muflis, dan berpindah tempatnya penyewa, misalnya, seseorang digaji 
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untuk menggali sumur disuatu desa, sebelum sumur itu selesai, 
penduduk desa itu pindah ke desa lain. Akan tetapi, menurut jumhur 
ulama, uzur yang boleh membatalkan akad al-ijarah itu hanyalah 
apabila obyeknya mengandung cacat atau manfaat yang dituju dalam 
akad itu hilang, seperti kebakaran dilanda banjir. 
H. Prinsip-Prinsip Perjanjian  
 Ada beberapa prinsip yang menjadi acuan dan pedoman secara 
umum untuk kegiatan muamalah. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: 
1. Muamalat Adalah Urusan Duniawi 
 Muamalah berbeda dengan ibadah. Dalam ibadah, semua perbuatan 
dilarang kecuali yang diperintahkan. Oleh karena itu semua perbuatan 
yang dikerjakan harus sesuai dengan tuntunan yang dikerjakan oleh 
Rasullulah SAW. Dalam ibadah, kaidah yang berlaku adalah 
 




Pada dasarnya dalam ibadah harus menunggu (perintah) dan 
mengikut. 
 Sebaliknya dalam muamalat, semuanya boleh kecuali ada yang 
dilarang. Muamalat atau hubungan dan pergaulan antara sesama 
manusia  di bidang harta benda merupakan urusan duniawi, dan 
pengaturannya diserahkan kepada manusia itu sendiri. Oleh karena itu, 
semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang dibuat oleh 
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